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. nfTANG' 
PERSETUJUAN DEWAN P.RWAKILAN RAKYAT DAERAH 

TERHADAPRANCANGANPERATURANDAERAH 
TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E$A 

I 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINS!. SUMATERA BARAT, 

.. 

Menimbang a. bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 10 
September 2013, Gubernur telah menyampaikan Nota 
Pengantar terhadap Rancangan Peraturan tentang 
Perlindungan Perempua.n dan Ana~; 

Mengingat 

.. , . 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi• 
Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a 
diatas, · telah : dibahas sesuai dengan tahapan 
pembahasan ~cangan Peraturan Daerah yang 
diatur dalam Pdraturan Tata Tertib; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan 
Ke;,utU$a.n i Dewan · Perwa.kilan Rakyat Daerah 
Provinsi . Sumatera Bara.t ten tang Persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat 
terhadap Rance.ngan Peraturan Daerah tentang 
Perlinduhgan Perempuan dan Anak untuk ditetapkan 
menjadi Peraturan Daerah ; · 

: 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I 
Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang- .. 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3019); 
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3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan 
Sega~a Bentukj Diskiriminasi Terhadap Wanita 
(Convention On The Elimination Of All Forms Of 
Discrimanation Against Women) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277); 

4. Undang·l.Jndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak .. 
Asasi fy.tanusia (Lembaran Negara Republik 
Indonesit Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahiln 2002 N omor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahµ.n 2003 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) 

7. UndaQg-Undan$ Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem ·,Pendidlkan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Ledibaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301); 

8. Undang~Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusa.n Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(Lembaran I Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesi~ Nomor 4419); 

9. Undang-jUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran • 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang.JUndan~ Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan .$aksi dan Korba~ (Lembaran Negara 
Republik , Ind~nesia Tahun 2006 Nomor 64, 
Tambahan: Le:thbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor ~63;5); : · 

11. Undang1Utp.dang I Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembar~n Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor $8, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4720); 
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Memperhatikan 

Meri.etapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang 
penyefongga.raan dan Kerjasama Pemulihan Karban 
Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara 
Rep.ubli~ Indonesia · Tahun 2006 Nomor 15, 
Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6 ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, P~merinta.han Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

1. Laporan Hasil Tim Pembahasan Komisi IV Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat 
yang disampa~kan pada Rapat Paripurna, tanggal 
20 November 2013. 

2· Pendapat akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan 
pada Rapat Paripuma, tanggal 20 November 2013. 
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'MEMUTUSKAN : 

.. 

.. 

Menyetujui Rancangaa Peraturan Daerah tentang 
Perlindungan Perempuan dan Anak untuk ditetapkan 
menjadi Peratur~n OaerJ3.h; .. 
Rancangan Peraturan Daerah · sebagaimana dimaksud 
dalam diktum Kesatu sebelum ditetapkan menjadi 
Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan 
persetujuan bersama antara DPRD dengan Pemerintah 
Daerah, yang dituangkan dalam Nata Persetujuan 
Bersama yang ditanda tangani oleh Gubernur dan 
Pimpinan DPRD; 
Nata Persetuju4n Bersama sebagaimana dimaksud 
dalam Diktum Kedua diatas, merupakan lampiran yang 
tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di : Padang 
Pada tanggal : 20 November 2013 

DEWAN PERWAT{ILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

Ket u a, 
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